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Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan yang besar, namun nelayan
kecil masih menghadapi dua permasalahan utama, yaitu ketidakpastian hasil
tangkapan dan tingginya risiko kecelakaan laut akibat cuaca ekstrem. Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil mewajibkan
pemerintah daerah menyediakan layanan informasi pemetaan potensi sumber daya
ikan dan prakiraan cuaca bagi nelayan, namun sejauh mana kewajiban ini telah
dilaksanakan masih perlu dikaji.

Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
menyediakan layanan informasi sebagai bentuk pemberdayaan nelayan dalam hal
pemetaan potensi sumber daya ikan dan prakiraan cuaca? 2) Bagaimana layanan
informasi tersebut diintegrasikan dalam pembuatan kebijakan di Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan? 3) Bagaimana penyediaan layanan informasi
tersebut ditinjau dari perspektif figih siyasah? Metode penelitian yang digunakan
adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyediaan layanan informasi oleh
Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan belum maksimal, karena nelayan masih
mengakses informasi cuaca secara mandiri melalui BMKG dan membeli sendiri
alat fish finder untuk pemetaan potensi ikan, ini menunjukkan bahwa penyediaan
layanan informasi belum memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
governance). 2) Integrasi layanan informasi dalam proses pembuatan kebijakan di
tingkat kabupaten belum terwujud karena kewenangan pengelolaan data berada di
tingkat provinsi serta koordinasi antarlembaga belum terstruktur, sehingga indikator
efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi,sampai prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (good governance) juga belum terpenuhi. 3) Dari
perspektif figih siyasah, penyediaan layanan informasi ini sejalan dengan prinsip
sadd adz-dzari’ah, kemaslahatan, dan keadilan, namun pelaksanaannya belum
mencerminkan ketiga prinsip tersebut secara penuh. yang menunjukkan bahwa
pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan amanah dalam melindungi dan
menyejahterakan masyarakat nelayan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan perlu meningkatkan layanan
informasi, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi untuk
memberdayakan nelayan kecil sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.
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Lamongan Regency has significant fisheries potential, yet small-scale
fishermen still face two major challenges: the uncertainty of catch yields and the
high risk of maritime accidents caused by extreme weather. Regional Regulation
No. 5 of 2021 on the Empowerment of Small-Scale Fishermen requires the local
government to provide information services on mapping fish resource potential and
weather forecasts for fishermen; however, the extent to which this obligation has
been fulfilled still needs to be assessed.

The focus of this study is: 1) How does the Lamongan Regency Local
Government provide information services as a form of fisher empowerment
regarding the mapping of fish resource potential and weather forecasts? 2) How are
these information services integrated into policy-making within the Lamongan
Regency Local Government? 3) How is the provision of these information services
viewed from the perspective of figh siyasah? The research method used is the
empirical juridical method employing a qualitative approach.

The research findings indicate that: 1) The provision of information services
by the Lamongan District Fisheries Office has not been optimal, as fishermen still
access weather information independently through the BMKG and purchase their
own fish finders to map fish stocks, this indicates that the provision of information
services has not yet met the principles of good governance. 2) The integration of
information services into the policy-making process at the regency level has not
been realized because data management authority resides at the provincial level and
inter-agency coordination is not yet structured, so that the indicators of
effectiveness namely, the achievement of objectives, integration, and adaptation, to
the point that the principles of good governance have not yet been fulfilled. 3) From
the perspective of figh siyasah, the provision of these information services aligns
with the principles of sadd adz-dzari’ah, public interest, and justice, however their
implementation has not fully reflected these three principles.

The Lamongan Regency Government needs to improve information services,
inter-agency coordination, and the use of technology to empower small-scale
fishermen in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2021.
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